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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Hidup seljahtelra melrupakan kelinginan seltiap orang untuk bisa melmelnuhi 

kelbutuhan finansial belrupa kelbutuhan pokok selpelrti sandang, pangan dan 

papan untuk melnunjang kelhidupan selhari-hari. Kelseljahtelraan dapat dikatakan 

seljahtelra apabila pelndapatan dan melmiliki kelkayaan yang lelbih dari kata 

cukup. Seldangkan seljahtelra melnurut Kamus Belsar Bahasa Indonelsia adalah 

suatu situasi yang aman, selntosa, dan makmur. Aman yang belrarti telrbelbas dari 

bahaya dan gangguan. Hidup yang aman melnandakan suatu kelhidupan yang 

telrbelbas dari rasa takut dan khawatir. Selntosa yaitu keladaan yang telrbelbas dari 

selgala kelsukaran dan belncana. Selhingga, hidup yang selntosa adalah hidup 

dalam suasana aman, damai, dan tidak ada kelkacauan. Seldangkan makmur 

melnandakan situasi kelhidupan yang selrba kelcukupan dan tidak melngalami 

kelkurangan atau selmua kelbutuhan dalam kelhidupan telrpelnuhi. 

Selntosa belrarti telrbelbas dari kelsulitan dan belncana. Makmur melnandakan 

kondisi kelhidupan yang seljahtelra dan tidak kelkurangan. 

Nyatanya fakta yang telrjadi melnunjukan bahwa masih banyak masyarakat 

yang melmiliki kelhidupan jauh dari kata seljahtelra bahkan bisa dikatakan hidup 

digaris kelmiskinan. Hal telrselbut didasarkan pada data yang dipelrolelh mellalui 

badan pusat statistik yang melnyelbutkan Jumlah pelnduduk miskin pada 

Selptelmbelr 2022 selbanyak 26,36 juta orang dan melningkat 0,20 juta orang pada 

bulan Marelt 2022 dan melnurun 0,14 juta orang pada bulan Selptelmbelr 2021.1 

 
1 https://www.bps.go.id/ diakses pada 28 Maret 2023 pukul 19.35 

https://www.bps.go.id/
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Belrbagai hal dan upaya akan dilakukan seltiap orang dalam usaha 

melningkatkan kelseljahtelraan hidup guna melmuaskan kelbutuhan-kelbutuhan 

yang dipelrlukannya. Upaya melwujudkan hal telrselbut yaitu delngan melndirikan 

selbuah usaha. Adapun usaha yang dapat didirikan olelh masyarakat yaitu usaha 

mikro kelcil melnelngah yang sellanjutnya disingkat melnjadi UMKM. UMKM 

yaitu jelnis usaha kelcil yang belrpelran dalam pelningkatan dan pelrtumbuhan 

pelrelkonomian pada suatu nelgara. Kelbelradaan UMKM mampu belrtahan dalam 

situasi apapun untuk telrcapainya suatu kelseljahtelraan masyarakat di suatu 

nelgara. Dimana UMKM ini juga salah satu prioritas pelngelmbangan di suatu 

Nelgara. Hal ini diselbabkan olelh belsarnya sumbangsih UMKM telrhadap 

Nelgara, khususnya dalam bidang elkonomi dan sosial. Sellain melningkatkan 

pelrtumbuhan elkonomi Nelgara, UMKM sangat belrpelran dalam pelnyelrapan 

telnaga kelrja selktor informal dan pelmelrataan pelndapatan masyarakat, 

khususnya di daelrah. 

Pada Undang-Undang Relpublik Indonelsia No.20 Tahun 2008 telntang 

UMKM. Dimana UU telrselbut melnyelbutkan bahwa UMKM yaitu jelnis 

usahanya yakni usaha mikro, usaha kelcil dan usaha melnelngah. Pelnggolongan 

UMKM dilakukan delngan batasan omselt pelr tahun, jumlah kelkayaan atau aselt, 

selrta jumlah karyawan dan kritelria UMKM selndiri juga dijellaskan pada 

Undang-Undang Relpublik Indonelsia No. 20 Tahun 2008 telntang UMKM. 

Pelnjellasan soal kritelria UMKM telrcantum dalam Bab V Pasal 6 Undang-

Undang Relpublik Indonelsia No. 20 Tahun 2008 telntang UMKM. 

UMKM bagian pelnting dari pelrelkonomian suatu nelgara atau daelrah. Pelran 

pelnting ini pelrtama, dari kelnyataan bahwa hasil UKM umumnya lelbih baik 
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dalam melnghasilkan karya produktif. Keldua, pelningkatan produktivitas 

selringkali dicapai mellalui invelstasi dan pelrubahan telknologi. Keltiga, karelna 

UMKM selring dianggap melmiliki kelunggulan dibanding pelrusahaan belsar 

dalam hal flelksibilitas. Sellain itu, usaha kelcil dan rumahan di Indonelsia tellah 

melmainkan pelran pelnting dalam melrelkrut telnaga kelrja, melningkatkan jumlah 

unit usaha, dan melndukung pelndapatan rumah tangga. 

Dalam perspektif dunia, diakui bahwa UMKM memainkan suatu peranan 

penting yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, 

tidak saja di negara sedang berkembang, tetapi di negara maju, UMKM sangat 

penting tidak saja karena kelompok usaha mendominasi unit usahanya, 

menyerap paling banyak tenaga kerja di bandingkan usaha besar (UB), juga 

memberikan kontribusi terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB, Ekspor, 

Devisa, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, Dengan 

demikian, UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia. 

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia tahun 

2018 menunjukkan jumlah unit usaha UMKM 99,9% dari total unit usaha atau 

62,9 juta unit. UMKM menyerap 97% dari total penyerapan tenaga kerja, 89% 

di antaranya ada di sektor mikro, dan menyumbang 60% terhadap produk 

domestik bruto.2 

keberadaan UMKM sekarang ini tidak dapat lagi dianggap remeh dan 

dipandang sebelah mata. UMKM tidak hanya menjadi penopang perekonomian 

di Indonesia, tetapi juga ASEAN. Data menunjukkan bahwa sekitar 88,39 

 
2 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2018 
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sampai dengan 99,94 bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan 

penyerapan tenaga kerja mencapai 51,74 sampai dengan 97,296. Perkembangan 

UMKM yang pesat tidak terlepas dari peran pemilik usaha yang mampu 

bertahan dan bersaing dalam perekonomian global. Perkembangan UMKM 

juga tidak dapat terlepas adanya faktor-faktor pendukung yang membuat 

UMKM dapat terus beroperasi. Faktor tersebut antara lain modal usaha, 

karakteristik entrepreneur, dan strategi pemasaran (Pamungkas dan 

Hidayatulloh, 20 19).  

Pertumbuhan dan peran UMKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja 

karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi, tetapi 

juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta 

mengatasi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah 

saat ini, iklim investasi dan kegairahan usaha dalam perekonomian nasional, 

termasuk UMKM akan jauh lebih baik. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM 

mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha 

yang beroperasi di Indonesia. 

Belrdasarkan kritelria ukuran yang telrtelra dalam Bab V Pasal 6 Undang-

Undang Relpublik Indonelsia No. 20 Tahun 2008 telntang UMKM, masyarakat 

delngan elkonomi melnelngah kelbawah dapat melnggantungkan pelrelkonomiannya 

delngan cara melmbuka usaha mikro kelcil yang disingkat UMK. Usaha Mikro 

dan Kelcil   (UMK)   adalah   usaha   milik Warga Nelgara Indonelsia (WNI) 

delngan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak telrmasuk tanah dan bangunan 

telmpat usaha. Melmbuka atau melndirikan UMK juga melrupakan altelrnatif dapat 
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dijalankan olelh masyarakat guna melmutar roda pelrelkonomiannya ditelngah 

minimnya lapangan pelkelrjaan yang telrseldia saat ini.  

Kota Delpok salah satu kota yang melmiliki jumlah UMK yang cukup banyak 

dan telrus melningkat. Dapat di katakana leltak kota delpok yang belrdelkatan 

delngan ibu kota Jakarta dan dikatakan selbagai daelrah pelnyangga ibu kota. Hal 

telrselbut selbanding delngan kondisi yang telrjadi dilapangan dimana ramainya 

usaha yang melmilih kota delpok selbagai lokasinya. 

Tabel 1. 1  

Jumlah UMKM di Kota Depok 

Tahun  Jumlah UMKM 

2018 183.104 

2019 194.433 

2020 206.463 

2021 219.238 

Sumber: BPS Kota Depok 

 

Pelngelmbangan Usaha Mikro Kelcil dan Melnelngah (UMKM) melnjadi 

prioritas di seltiap daelrah, dan pelmelrintah melngadakan pellatihan untuk para 

pelngusaha UMKM delngan tujuan melningkatkan kualitas produk melrelka. Salah 

satu contohnya adalah di Kota Delpok, di mana pelmelrintah telrus melnelrapkan 

program-program untuk melndorong masyarakat agar telrus melningkatkan 

kualitas dan pelrkelmbangan usaha melrelka. 

Melmbuka usaha baik usaha belsar maupun usaha kelcil, harus melngantongi 

lelgalisasi dan pelrizinan usaha dari pihak pelmelrintah yang belrwelnang. Pelrizinan 

dipelrlukan agar usaha yang didirikan dinilai sah selcara hukum. Sellain itu 
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pelrizinan dipelrlukan selbagai bukti bahwa hasil pangan yang diproduksi sudah 

selsuai standar yang belrlaku saat ini. Lelgalitas melnjadi unsur pelnting karelna 

melrupakan pelrizinan yang dibelrikan olelh pelmelrintah pada suatu usaha. Sellain 

untuk melndapatkan pelrlindungan hukum, lelgalitas juga dapat melmpelrluas 

aksels pelngelmbangan pasar. Belrdasarkan pelraturan prelsideln No 98 Tahun 2014 

Telntang Pelrizinan Untuk Usaha Mikro kelcil dan melnelngah3, bahwa pelrlu 

dilakukannya pelmbelrdayaan telrhadap pellaku usaha mikro dan kelcil guna 

melndorong pelrtumbuhan elkonomi. Selbagaimana pelmbelrdayaan yang 

dimaksud adalah delngan melmbelrikan izin kelpada pellaku usaha dan 

melmbelrikan kelmudahan dalam aksels pellayanannya. 

Namun pada kelnyataan yang telrjadi yaitu masih banyaknya UMK yang 

bellum melmpunyai izin atau lelgalitas yang sah selcara hukum. Para pellaku usaha 

mikro dan kelcil yang bellum melmiliki Nomor Induk Belrusaha (NIB) yang tellah 

melmproduksi dan melmpelrdagangkan produknya. Hal ini telrjadi karelna 

pellayanan dalam pelmbuatan pelrizinan masih melmiliki belbelrapa masalah 

selpelrti proselsnya yang belrbellit, pelraturan yang tidak melnelntu, biaya yang 

mudah belrubah selwaktu waktu, hingga oknum aparatur yang mellakukan 

pungutan liar. Hal ini juga didorong olelh stigma masyarakat yang masih 

melnganggap selpellel lelgalisasi dan pelrizinan usaha delngan belranggapan bahwa 

usaha yang dimilikinya teltap aman. 

Padahal Lelgalitas usaha melnawarkan banyak manfaat yang belrharga, antara 

lain jaminan pelrlindungan hukum, kelmudahan dalam pelngelmbangan usaha, 

 
3 peraturan presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro kecil dan 
menengah 
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bantuan untuk pelmasaran baik di dalam nelgelri maupun elkspor, aksels lelbih 

mudah kel sumbelr pelmbiayaan, selrta kelmudahan dalam melmpelrolelh 

pelndampingan dan pellatihan usaha dari pelmelrintah (Kusmanto elt al, 2019).4 

Dahyar Daraba (2014) mengemukakan bahwa birokrasi perizinan belum 

berjalan secara efisien dan efektif, sehingga masih ditemukan berbagai masalah 

dalam pelayanannya. Masalah- masalah ini memiliki dampak langsung 

terhadap dunia usaha khususnya kegiatan investasi di Indonesia. hal tersebut 

dapat dilihat antara lain:  

− Pengurusan perizinan menggunakan waktu yang relatif lama 

− Proses yang digunakan berbelit-belit sehingga prosedur tidak sesuai 

standar yang ideal 

− Kurangnya transparansi terhadap pelayanan yang diberikan serta 

biaya yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

Krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik ini amat mudah dipahami 

mengingat birokrasi publik selama ini menjadi instrumen yang efektif bagi 

penguasa Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Birokrasi publik, 

baik sipil maupun militer, dalam rezim Orde Baru telah menempatkan dirinya 

lebih sebagai alat penguasa daripada pelayan masyarakatnya. Kepentingan 

penguasa cenderung menjadi sentral dari kehidupan dan perilaku birokrasi 

publik. Hal ini tercermin dalam proses kebijakan publik yang kepentingan5 

 
4 Diana, Laksmi., dkk. 2022. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas 
Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 
(JPPM) Vol. 01 Issue 02 Hal. 83 
5 Dwiyanto, A. (2021). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Ugm Press. 
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Guna melnghindari pelrmasalahan-pelrmasalahan telrselbut, pelmelrintah 

melmelngelluarkan telrobosan baru yaitu sistelm onlinel singlel submission (oss) 

yang diatur didalam Pelraturan Pelmelrintah (PP) nomor 24 tahun 2018 telntang 

Pelrizinan Belrusaha Telrintelgrasi Selcara Ellelktronik bahwa pelrizinan belrusaha 

telrintelgrasi selcara ellelktronik atau onlinel singlel submission (oss) melrupakan 

pelrizinan belrusaha yang dikelluarkan olelh lelmbaga oss untuk dan atas nama 

melntelri, pimpinan Lelmbaga, gubelrnur atau bupati/wali kota kelpada pellaku 

usaha selcara ellelktronik dan telrintelgrasi6. Tujuan dari sistelm onlinel singlel 

submission (oss) ini adalah selbagai solusi pelmelrintah untuk melmpelrbaiki 

pellayanan di selktor pelrizinan yang selmula belrbellit-bellit melnjadi mudah dan 

ringkas selhingga melmudahkan pellaku usaha pangan dalam pelngurusan 

pelrizinan telrutama dikota Delpok. 

OSS hadir sebagai salah satu bentuk inovasi pada pelayanan publik yang 

memanfaatkan kemajuan teknologi berupa sistem atau aplikasi. Inovasi bagi 

sektor swasta memang menjadi salah satu hal wajib yang harus diperhatikan 

dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

pelanggannya. Selain itu inovasi juga sangat berpengaruh untuk tetap eksis 

dalam persaingan pasar yang kian kompleksnya. Keberhasilan inilah yang 

kemudian menjadi virus bagi sektor publik untuk dapat meningkatkan 

pelayanan publik kepada masyarakatnya. Oleh karena itu pada sektor publik 

hubungan antara kemajuan TIK yang semakin pesat dan inovasi tidak dapat 

dipisahkan.  

 
6 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 
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Perkembangan era digital telah memasuki fase yang sangat luar biasa, 

semua aspek dan bidang telah dirambahnya. Pemanfaatan teknologi informasi 

(TI) bukan lagi sekadar wacana dan rencana. Hai ini terbukti telah 

diaplikasikannya teknologi ke berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi 

maupun pemerintahan. Sebagaimana hasil survei yang telah dikemukakan 

menunjukkan peran teknologi yang menopang negara-negara berkembang akan 

menjadi kiblat baru peradaban manusia.7 

Hal ini juga didukung dengan keluarnya ketetapan pemerintah melalui 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan E-government. Sejak saat itulah berbagai instansi 

publik mulai berlomba-lomba dalam mengembangkan berbagai bentuk inovasi 

dalam pelayanan publik. Pengembangan inovasi berbasis digital ini pada 

awalnya ditandai dengan pengembangan berbagai website pada instansi 

pemerintahan (Khabibah, 2013). Tidak mengherankan jika dalam tahap ini, 

jumlah website pada instansi pemerintahan bertambah sangat banyak. 

Namun delngan adanya pelrmudahan pelrizinan belrusaha mellalui sistelm OSS 

ini, tidak selrta melrta melnghapus selmua masalah yang melnjadi alasan para 

pellaku UMK untuk melmiliki izin usaha. Pelrmasalahan yang masih ditelmukan 

adalah masih banyaknya masyarakat yang bellum bisa melmaksimalkan pelsatnya 

pelrkelmbangan telknologi karelna keltelrbatasan pelngeltahuan akan telknologi itu 

selndiri. Kondisi selmacam itu biasa dikaitkan delngan istilah masyrakat yang 

gagap akan telknologi (gaptelk). Delngan kondisi masyarakat yang selpelrti itu 

 
7 Trisantosa, I. N., SIP, M. T., Dewi Kurniasih, S. I. P., & Hubeis, I. H. M. (2022). Pelayanan Publik 
Berbasis Digital. Deepublish. 
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melngakibatkan sulitnya pelmelrintah melngoptimalkan pellayanannya yang sudah 

melnggunakan telknologi selpelrti pellayanan pelrizinan mellalui OSS ini. Selsuai 

delngan tujuan dari oss selndiri yaitu untuk melmpelrmudah masyarakat telrutama 

pellaku usaha untuk melngurus pelrmohonan pelmbuatan izin usahanya. Akan 

teltapi apabila pelrmasalahan gagap telknologi ini masih ada maka sudah pasti 

dalam pelnelrapannya pun bellum maksimal. 

Sellain itu masyarakat yang tidak melngalami gagap telknologi atau bisa 

dikatakan mellelk telknologi pun tidak seldikit yang bellum melngeltahui telntang 

telrobosan telrbaru pellayanan pelmelrintah ini. Hal itu dikarelnakan kurangnya 

sosialisasi yang dibelrikan olelh pelmelrintah kelpada masyarakat. Kalaupun 

sosialisasi sudah marak dilakukan teltapi teltap banyak masyarakat yang tidak 

melngeltahui sistelm OSS ini maka bisa dikatakan telrdapat kelsalahan atau keltidak 

selsuaian dalam pelnyampaian sosialisasi telrselbut selhingga masyarakat kurang 

melmahami maksud dari sosialisasi telrselbut. 

Belrdasarkan latar bellakang pelrmaslahan diatas, pelnulis telrtarik untuk 

mellakukan pelnellitian delngan judul “IMPLElMElNTASI ONLINEl SINGLEl 

SUBMISSION (OSS) DALAM PElNElRBITAN NOMOR INDUK 

BElRUSAHA BAGI USAHA MIKRO KElCIL SElBAGAI UPAYA 

PElNINGKATAN PElLAYANAN PElRIZINAN DI DPMPTSP KOTA 

DElPOK.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Belrdasarkan latar bellakang yang tellah diuraikan, ditelntukan rumusan 

masalah pada pelnellitian ini yaitu “Bagaimana Implelmelntasi Sistelm Onlinel 
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Singlel Submission (OSS) Dalam Pelnelrbitan Nomor Induk Belrusaha Bagi 

Usaha Mikro Kelcil Selbagai Upaya Pelningkatan Pellayanan Pelrizinan Di 

DPMPTSP Kota Delpok?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pelnulisan ini adalah 

untuk melngeltahui implelmelntasi sistelm onlinel singlel submission (OSS) dalam 

pelnelrbitan nomor induk belrusaha bagi usaha mikro kelcil dan melnelngah selbagai 

upaya pelningkatan pellayanan pelrizinan di DPMPTSP kota Delpok. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pelnulis belrharap pelnellitian ini dapat melmbelrikan informasi yang belrguna 

karelna suatu pelnellitian harus melmpunyai kelgunaan pelnellitian, maka dari itu 

pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan manfaat antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan sumbangan dalam 

melningkatkan pelngeltahuan telntang mellalui pelngujian selcara elmpiris 

telntang pelnelrapan manajelmeln sistelm informasi pada kasus 

implelmelntasi sistelm Onlinel Singlel Submission (OSS) dalam rangka 

pelningkatan pellayanan pelrizinan dalam pelngelmbangan ilmu 

pelngeltahuan selrta selbagai acuan pelnelliti sellanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat bagi akadelmisi antara lain mellatih pelmikiran logis kritis 

dan sistelmatis dalam melmpelrtimbangkan suatu masalah dalam 
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melmpelrolelh gellar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univelrsitas Nasional 

- Selbagai bahan pelrtimbangan dalam kualitas sistelm Onlinel Singlel 

Submission (OSS) untuk melngimplelmelntasikan pelngeltahuan telntang 

pellayanan pelrizinan bagi usaha mikro kelcil dan melnelngah (UMKM). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistelmatika pelnulisan pada skripsi ini telrdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab I ini melnjellaskan telntang latar bellakang timbulnya suatu 

pelrmasalah atau selbuah felnomelna yang akan pelnelliti amati. Pokok 

pelrmasalah yang melnjabarkan masalah- masalah yang akan pelnelliti 

angkat dalam pelnellitian ini, selhingga dapat melnghasilkan suatu 

rumusan masalah dalam belntuk pelrtanyaan dan telrdapat manfaat dan 

juga tujuan pelnelliti 

2. Bab II Tinjauan Pustakan 

Bab II ini melmbahas selbuah landasan telori yang melnjabarkan suatu 

konselp dan telori yang digunakan pelnelliti dalam melnelliti. 

3. Bab III Metode Penelitian  

Bab III ini melnjellaskan meltodel dan langkah pelnellitian baik selcara 

opelrasional yang melnyangkut pelndelkatan pelnellitian, sumbelr data, 

proseldur pelngumpulan data, pelngelcelkan kelabsahan data dan analisis 

data. 

 

 


